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PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Plk
ZAE 2
M\ﬁzsﬂsk‘%\——/fﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Batu Balian, 19 Agustus 1992, agama
Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SD, tempat
tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tambunganen, 10 Oktober 1995,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Palangka Raya,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November

2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 7 November 2023 dengan

register Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.PIk, yang pada pokoknya dengan uraian

sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 M. bertepatan dengan 14
Jumadil Awwal 1433 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor 044/02/\V/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan karena
Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah
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Nomor B-0234/KUA.17.13.10/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Tabunganen; tanggal 30 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman di kota selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka
Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,
bernama ANAK KANDUNG I, NIk 6304011406140001, tempat lahir di Barito
Kuala, tanggal 14 Juni 2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Kelas 2 SD
dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak 7 Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:

a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin

dan sepengetahuan Pemohon;

b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon tanpa alasan
yang jelas;
C. Termohon ketahuan menijalin hubungan dengan laki-laki lain

bahkan Termohon sudah menikah lagi dan mempunyai anak dengan laki-
laki tersebut;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih 10 Oktober 2018, karena Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibat antara
Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 5 tahun 22 hari;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak pihak keluarga dari kedua
belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
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dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama
Palangkaraya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 8 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Upaya Damai
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan dan
perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak

dapat didengarkan;

Pembuktian Pemohon
Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor
257/PIk/RT-002.X/X1/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang dikeluarkan
oleh Ketua RT.002, RW.010, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  B-
0234/KUA.17.13.10/PW.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti
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(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi
Saksi 1, SAKSI |, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 10 Mei 1973, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Kuala Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
ayah kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2012;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
kota selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama
ANAK KANDUNG | dan sekarang anak tersebut diasuh oleh saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi
sejak tahun 2017 sampai sekarang ini;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan
sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah
menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sudah dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2018 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan

kediaman bersama;
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- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan bertemu
dengan Termohon tapi Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain
serta mempunyai anak laki-laki hasil pernikahan Termohon dengan laki-
laki tersebut;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon,
namun tidak berhasil karena Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki
lain;

Saksi 2, SAKSI I, tempat tanggal lahir Banjar, 8 November 1978, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Kabupaten Kuala Kapuas, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
ibu kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2012;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Kota selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama
ANAK KANDUNG | dan sekarang anak tersebut diasuh oleh saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi
sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ini;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa

sepengetahuan Pemohon;
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- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah

menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sudah dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2018 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan bertemu
dengan Termohon tapi Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain
serta mempunyai anak laki-laki hasil pernikahan Termohon dengan laki-
laki tersebut;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon,
namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap alat
bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;
Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut
Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas) Nomor
381/Pdt.G/2023/PA.PIk tanggal 8 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus
secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon

tetap pada permohonannya untuk bercerai;
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Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir
sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Pemohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa
seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada
Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan asmara
dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah lagi dan mempunyai anak
dengan laki-laki tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2018 Termohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama sudang berlangsung lebih kurang 5
tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup
berumah tangga bersama Termohon, dan sudah tidak ada harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun
karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari
terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu
prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara,
maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam yang mengatur Pengadilan ic. Majelis Hakim pemeriksa perkara telah
mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan

kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
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mengajukan bukti surat P1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup
di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
identitas Pemohon dan juga domisili Pemohon yang berada dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH
Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti

surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) selain
memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat

dan dengan hukum Islam pada tanggal 6 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta
orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI Il) yang
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dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171
sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata,
meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal
tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari
aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis
Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2
Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar
sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a
quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang
diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya
kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga mulai sejak
pertengahan tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon sering pergi
meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah
menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-laki
tersebut, akibatnya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon memilih

untuk berisah tempat tinggal bersama;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah

sejak tanggal 8 April 2012 ba’da dukhul, dari pernikahan tersebut telah
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dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Riduwan;

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon
berlangsung harmonis, namun sejak pertangahan tahun 2017 rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang
terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon sering
pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon
sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-

laki tersebut;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak

pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk

bercerai;

Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka
ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon
untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses
persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan
antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya
perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A
angka 1);
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Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi
bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-
Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap
dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan
kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga
tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1
huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suamifistri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat

tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam kaidah fighiyyah yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;
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o Laa) | el oole o adio duw liad 15,

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil

maslahat.”

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat
bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari
kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fighiyah
dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

aBJLn.o.” WLLAJIB 6J90 y_gtu.ko Ln.@.u.v).?_g.vp.] UL;Q.LOIL)SL')

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak
adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi
keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya
menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya,
namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin

menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

— W T < ——
e o aUIOL OMal 9252 Ol5
Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-
Bagarah : 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil
permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut

dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka
permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
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Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan
Agama dengan Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj"i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang
Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena
talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka talak itu jatuh menjadi talak raj'i, yaitu
talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk
melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada
dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah
diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan

akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’l
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yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Palangka Raya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Yusri, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.l. dan Drs. H. M. Azhari,
M.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamidi, S.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota,
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd. ttd.
Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.l. Drs. H. M. Azhari, M.H.l.
Panitera,
ttd.

Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan P+T Rp. 20.000,00
- Redaksi_ Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No 381/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



